BAB HI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dari data yang terkumpul seperti dibahas dalam bab

terdahulu, maka dari uraian-uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemalsuan merek antara lain :

i. Faktor pengetahuan konsumen yang kurang tentang produk yang akan

dikonsumsi.
‘ ii. Faktor undang-undang atau peraturan itu sendiri.
‘ iii. Faktor lemahnya daya saing.
iv. Faktor lemahnya aparat kantor merek.
2. Upaya-upaya penanggulangan pemalsuan merek meliputi :

A) Penanggulangan secara preventif.

Upaya ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dengan cara mengantisipasi atau
tindakan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. Penanggulangan

semacam ini dapat dilakukan dengan cara moralistik dan dengan cara Obolionistik,

dapat kita jabarkan secara berikut :
1. Penanggulangan dengan metode moralistik, yaitu : Penanggulangan tindak pidana

dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak

mudah untuk melakukan tindakan pidana.
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Penggunaan cara moralistik ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral
masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus
didalam perbuatan pemalsuan merek. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan
penyuluhan-penyuluhan, penerangan, pembinaan rohani, etika, budi pekerti dan
pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap
masyarakat yang melakukan tindakan pidana pemalsuan merek agar masyarakat
menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma
hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama.

Penanggulangan dengan metode Obolionistik, adalah : penanggulangan tindak
pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak
pidana. Cara obolionistik ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana
pemalsuan merek dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebabnya,
hal ini dapat dilakukan dengan cara :

1) Meningkatkan pengetahuan konsumen tentang barang yang akan
dikonsumsikan dengan jalan meningkatkan pendidikan masyarakat,
melakukan penyuluhan tentang pengetahuan produk.

2) Melengkapi atau menyempurnakan peraturan atau undang-undang yang
telah ada.

3) Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di
pasaran.

4) Tingkatkan pendidikan (Intelektual) dari para aparat kantor merek dan
meningkatkan kontrol masyarakat terhadap system hukum merek

Penanggulangan secara represif
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penanggulangan secara represif adalah berupa penindakan terhadap pelaku

kejahatan yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah -kejahatan itu terjadi. Menurut

bapak Antonius widijantono, SH Hakim Pengadilan Negri Yogyakarta Widijantono

bahwa :

B. Saran

. Jika diketahui adanya praktek atau tindakan pidana pemalsuan merek maka

pihak penyidik akan melacak pelaku tindak pidana pemalsuan merek
tersebut.

. Apabila sipelaku sudah diketahui maka penyidik akan melakukan

penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya
dengan tindak pidana merek tersebut.

. Melakukan penyidikan sampai tuntas terhadap kasus yang terjadi serta

menyerahkannya kepada kejaksaan sampai ke pengadilan negri, untuk
dikenai ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana
pemalsuan merek.

. Melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek,

agar setelah menjalani hukuman menjadi sadar dan bertobat akan
keslahannya dan jera agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek
lagi seperti semula.

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan bab-bab yang telah terdahulu, maka

penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Produsen seharusnya bisa bersikap lebih pro aktif, artinya produsen tidak saja

berusaha mencari produk—produk palsu ditoko-toko, tetapi juga membuat

pengumuman yang bisa dibaca luas oleh masyarakat yang isinya antara lain
menyebutkan ciri-ciri produk asli. Selain itu produsen juga harus segara

mengumumkan pada publik atau outlet resmi yang menjual produk asli

mereka.
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. Usaha penanggulangan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pemakaian

merek milik orang lain baik dengan cara meniru atau memalsukannya, maka

hendaknya pemerintah melakukanya dengan cara preventif maupun represif.

. Dilakukanya penerapan atau penegakkan hukum yang mempunyai tujuan

menyadarkan masyarakat mengenai ketaatan hukum yang berlaku.

. Polisi sebaiknya juga tidak segan-segan mengekspos temuan produk yang

bermerek palsu kepada pers, ini penting karena membuat masyarakat tetap
menaruh kepercayaan kepada polisi dalam menangani kasus pemalsuan
merek, selain itu masyarakat mulai tahu mana produk yang bermerek palsu

lewat media cetak maupun elektronik.

. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran pemalsuan merek

yang terjadi hendaknya masyarakat berhati-hati didalam memilih atau
membeli suatu merek produksi dan apabila terjadi kecurigaan maka

hendaknya segera melaporkan kepada petugas kepolisian setempat.

. Para penggemar barang-barang dengan merek-merek terkenal diminta berhati-

hati. Selain barang-barang itu dijual dengan harga yang tidak jauh beda
dengan harga aslinya, barang tersebut juga dijual di toko-toko yang berkesan

cukup baik.

. Dalam rangka penegakan hukum pengadilan diharapkan dapat memberikan

kejeraan kepada pelaku pemalsuan merek dengan adil dan sesui pula pada

kepastian hukum.

. Untuk mengatasi faktor- faktor penyebab pemalsuan merek maka penulis

menyarankan agar :
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Konsumen dalam mengunakan suatu produk harus mengetahui dengan
pasti apakah produk tersebut asli atau palsu dan sebelum
menggunakannya harus mengetahui benar tentang cara penggunaannya
untuk menghindari efek samping dari penggunaan produk tersebut.

Perlu adanya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana karena dianggap lemah dalam penanganan kejahatan pemalsuan
merek.

Perlu peningkatan pengetahuan maupun keahlian dari aparat kantor
merek, schingga efisien dalam mengatasi terjadinya pemalsuan merek,

juga tingkatkan kontrol masyarakat terhadap sistem hukum merek.
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